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ABSTRAK 

 

Nama  : Dwiki Ary Satria 

Nim  : 201410110311351 

Judul :TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN 

KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA 

TELECONFERENCE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 

DI INDONESIA 

Pembimbing : Dr. Haris, S.H., M.Hum 

   Dr. Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.Hum 

 

Negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang dasar 1945 dengan 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan 

sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Dengan adanya 

berbagai macam-macam alat bukti bahwa perkembangan zaman yang pesat muncul 

suatu permasalahan bahwasanya posisi alat bukti yang dikenal Teleconference dapat 

dijadikan salah satu alat bukti yang mendukung persidangan Sehingga penelitian ini 

merumuskan masalah keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui 

Teleceonference dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi .  Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif artinya melihat 

hukum sebagai norma di masyarakat yang memandang suatu permasalahan lebih 

dari legal formilnya melalui pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan 

contoh kasus yang pernah ada di Indoneisa. Setelah keseluruhan bahan hukum 

terkumpul peneliti menganalisa kaidah-kaidah dan teori hukum. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan maka menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) Pasal 160 Ayat (1) huruf a, ketentuan tersebut 

mensyaratkan kehadiran saksi secara fisik di muka persidangan, akan tetapi 

kehadiran secara fisik di muka persidangan. Jadi pemeriksaan saksi melalui 

teleconfrence juga termasuk pemeriksaaan hakim yang langsung dan lisan. Saran 

dari penelitian ini Pemerintah harus segera mengesahkan rancangan kitab undang-

undang hukum acara pidana Indonesia khususnya dalam pemberian keterangan saksi 

melalui media elektronik tidak dipermasalahkan lagi dikemudian hari. 

 

Kata Kunci : Alat Bukti, Teleconference, Keterangan Saksi 
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ABSTRACT 

 

Name  : Dwiki Ary Satria 

Nim  : 201410110311351 

Title :JURISDICTION REVIEW THE VALIDITY OF WITNESS 

DESCRIPTION PROOF THROUGH TELECONFERENCE 

MEDIA IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA 

Adviser : Dr. Haris, S.H., M.Hum 

   Dr. Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.Hum 

 

The State of Indonesia as outlined is a democratic legal state based on Pancasila and 

the 1945 Constitution by upholding human rights and guaranteeing equal and equal 

status for every citizen in law and government. With the existence of various kinds of 

evidence that the rapid development of the era arose a problem that the position of 

the evidence known as teleconference can be used as one of the evidence supporting 

the trial. This study uses a normative juridical approach research method, which 

means seeing the law as a norm in society that views a problem as more than the 

formal legal approach through the Legislation approach and the case-example 

approach that has ever existed in Indonesia. After all the legal materials were 

collected, the researcher analyzed the legal rules and theories. Based on the results 

of research and discussion, according to the provisions of the Criminal Procedure 

Code (KUHAP) Article 160 Paragraph (1) letter a, this provision requires the 

physical presence of witnesses before the trial, but the physical presence before the 

trial. So the examination of witnesses through teleconference also includes direct and 

oral examination of judges. Suggestions from this research The government should 

immediately ratify the draft of the Indonesian criminal code of law, especially in the 

provision of witness statements through electronic media, no more issues in the 

future. 

 

Keyword : Teleconference, Witness Statement, Evidence 
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